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RINGKASAN 
 

 
 

Bank Syariah dikenal sebagai bank dengan ciri khas bagi hasil. Ciri ini tergambar 

kuat pada aspek penghimpunan dana dengan memberikan skema imbalan 

berdasarkan bagi hasil. Akan tetapi pada aspek penyaluran, ciri bagi hasil kalah 

dominan dibanding penyaluran dengan skema jual beli yang berdasarkan pada 

margin yang ditentukan dimuka. Beberapa penelitian menyatakan kondisi ini banyak 

dipengaruhi oleh tingkat resiko yang relatif lebih tinggi terdapat pada pembiayaan 

berbasis bagi hasil dibanding skema lainnya. Penelitian ini menggunakan metode 

survey kuesioner dengan responden pimpina 19 Lembaga Keuangan syariah di 

Yogyakarta yang terdiri dari 4 Bank Umum Syariah, 4 Uni Usaha Syariah, 9 Bank 

Pembiayaan Rakyat Syariah dan 2 BMT. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 

pembiayaan dengan akad bagi hasil memiliki tren yang meningkat dalam 5 tahun 

terakhir di 32% LKS yang mayoritas adalah LKS dengan umur yang lebih muda. 

Pembiayaan berbasis bagi hasil diketahui memiliki tingkat keuntungan yang lebih 

tinggi dari jual beli, akan tetapi juga memiliki resiko yang relatif lebih tinggi dari 

pembiayaan berbasis jual beli. Kendati demikian, ditemukan bahwa 59% LKS 

menyatakan NPF pada pembiayaan berbasis bagi hasil meraka adalah sama/lebih 

rendah/jauh lebih rendah dibanding NPF pembiayaan berbasis jual beli 

mengindikasikan bahwa NPF pembiayaan berbasis bagi hasil pada dasarnya bisa 

dikelola sehingga menjadi lebih baik daripada NPF jual beli.  

 

Kata kunci: Bank Syariah, Mudharabah, Musyarakah, Bagi Hasil, Tata Kelola, Best 

Practices, Socio-economic Justice, Manajemen Resiko  
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BAB 1 
 

PENDAHULUAN 
 

 

1.1 Latar Belakang 
 

Keuangan Islam telah dipromosikan sebagai pendekatan yang dapat menjunjung tinggi 

keadilan sosial ekonomi dalam bisnis. Hamzah (2014) menjelaskan bahwa kesejahteraan 

sosial ekonomi dan moral seluruh masyarakat adalah misi keuangan Islam secara keseluruhan. 

Hal ini yang membedakan bank syariah dengan bank konvensional, dimana fokusnya tidak 

hanya pada profitabilitas tapi juga pada tunjangan sosial bagi masyarakat. Kahf (1999) 

menjelaskan bahwa sistem keuangan Islam mendorong pembangunan ekonomi melalui 

hubungan langsung dengan ekonomi riil, larangan produk dan aktivitas yang haram, serta 

promosi keadilan ekonomi dan sosial. Hal ini akan mendorong keuangan Islam untuk tidak 

menghasilkan keuntungan dari aktivitas yang tidak menambah ekonomi riil seperti 

penjadwalan hutang, debt swap, spekulasi dan aktivitas moneter murni lainnya. Chapra (2008) 

menambahkan bahwa mekanisme pengembalian tabungan dan investasi yang terkait erat 

dengan sektor riil telah memberi mekanisme penyesuaian yang fleksibel pada keuangan Islam 

dalam kasus kondisi gangguan yang tidak diterduga. Mekanismenya juga melarang 

pengambilan risiko yang berlebihan, seperti sekuritisasi yang rumit. 

Deutsche Bank (2011) melaporkan bahwa selama krisis keuangan tahun 2008, bank-

bank syariah telah menikmati pertumbuhan aset sebesar 29% hingga mencapai lebih dari 600 

miliar USD di tahun 2008. Hal ini menunjukkan bahwa perkembangan bank syariah tidak 

terpengaruh oleh kirisi yang terjadi di timur tengah dan krisis utang “Euro Zone”, karena fakta 

melonjaknya permintaan terhadap produk yang sesuai dengan syariah tidak hanya dari 

pemodal di negara-negara muslim tapi juga investor secara global. Tiberge (2009) juga 

melaporkan bahwa Vatikan telah menyatakan pandangan mereka mengenai perbankan, bahwa 

untuk mengembalikan kepercayaan diri akibat krisis ekonomi global, bank-bank Barat harus 

mengacu pada keuangan Islam. 

Pembiayaan Islam di Indonesia pada dasarnya sudah dimulai sejak tahun 1980 ketika 

sekelompok mahasiswa Institut Teknologi Bandung membentuk keuangan mikro syariah 

yang disebut Baitul Maal wat Tamwil (BMT) yang berada di bawah status hukum Koperasi 

(Yaya dkk, 2014). Saat ini, jenis LKS ini telah tersebar di seluruh Indonesia. Pada tahun 2010 

terdapat lebih dari 4.000 BMT yang didirikan dan melayani sekitar 3 juta pelanggan (Rizky, 

2015). Jenis LKS ini didasarkan pada konsep pembuatan keseimbangan fungsi komersial 

(tamwil) dan sosial (maal). Fungsi komersialnya adalah melakukan kegiatan pendanaan sesuai 

dengan hukum Islam, sedangkan fungsi sosialnya adalah mengumpulkan dan 
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mendistribusikan zakat, infaq, dan shadaqah kepada yang membutuhkan. Meski namanya 

masih populer sebagai BMT namun belakangan fungsi sosialnya sedikit menurun, setelah 

dikeluarkannya UU Zakat tahun 2013, di mana hanya lembaga yang berlisensi dari pemerintah 

yang boleh mengumpulkan dan mendistribusikan zakat. 

Dalam hal perbankan, bank syariah pertama adalah Bank Muamalat Indonesia (BMI) 

yang telah beroperasi sejak 1992. Setelah krisis keuangan 1997, pemerintah Indonesia 

mendirikan Bank Syariah Mandiri (BSM) dan mengembangkan sejumlah peraturan untuk 

memfasilitasi pertumbuhan bank syariah yang berkelanjutan. Inisiatif yang dibuat oleh Bank 

Indonesia, telah menghasilkan lebih banyak bank umum syariah, unit bisnis syariah di bawah 

bank konvensional, dan bank pengkreditan rakyat syariah. Tabel 1 menunjukkan kenaikan 

aset bank syariah dari 7,8 triliun rupiah pada tahun 2003 menjadi 356,5 triliun rupiah pada 

tahun 2016. Dari sisi pangsa pasar di Indonesia, perkembangannya menunjukkan ekspansi 

yang stabil dari 0,64% di tahun 2003 menjadi 5,21% di tahun 2016. 

 

Tabel 1.1. Perkembangan Bank Syariah di Indonesia 2003-2016 

  2003 2008 2013 2016 

Jumlah Bank Umum 

Syariah 

2  

(BMI established in 

1992 and BSM 1999) 

5 11 13 

Jumlah Bank 

Konvensional dengan 

Unit Usaha Syariah 

8 27 23 21 

Jumlah BPR 84 131 163   166 

Total Aset 7,859 51,248 248,109 356,504 

Pangsa Pasar 0.64% 2.19% 4.93% 5.21% 

             Sumber: Bank Indonesia (2003, 2008, 2013) dan OJK (2016), perhitungan sendiri untuk pangsa 

pasar  

  

Karena bank-bank syariah banyak menggunakan bagi hasil untuk nasabah mereka, 

bank-bank syariah telah diharapkan oleh para akademisi untuk menggunakan sebagian besar 

kontrak bagi hasil untuk pembiayaan daripada menggunakan kontrak jual beli Murabahah 

yang cukup dekat dengan mekanisme tingkat suku bunga. Namun, ekspansi bank syariah yang 

stabil di Indonesia tidak juga tercermin pada peningkatan porsi pembiayaan berbasis bagi hasil 

untuk Mudharabah dan Musyarakah.  

1.2 Rumusan Masalah 

Penelitian yang dilakukan Yaya dan Saud (2017) memiliki keterbatasan tingkat 

generalisasi karena hanya dilakukan pada lima lembaga keuangan syariah. Untuk pemahaman 

yang lebih baik, penelitian terdahulu yang menggunakan pendekatan studi kasus kualitatif 
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deskriptif perlu diuji lebih lanjut dengan menggunakan pendekatan empiris kuantitatif 

deskriptif untuk mengetahui praktik tata kelola yang umum diterapkan saat ini. Penelitian ini 

dilakukan untuk menjawab beberapa pertanyan penelitian berikut: 

1. Apakah pembiayaan berbasis bagi hasil bukan pilihan utama lembaga keuangan syariah 

2. Apakah LKS dengan umur yang lebih muda cenderung memiliki porsi pembiayaan lebih 

rendah dibanding LKS yang lebih tua umurnya? 

3. Apakah LKS dengan pembiayaan berbasis bagi hasil fleksibel menggunakan pendapatan 

dan laba sebagai dasar bagi hasil, memiliki fleksibilitas pembayaran cicilan berdasarkan 

siklus usaha nasabah, tidak menerapkan penalti terhadap penundaan pembayaran pokok, 

lebih terdorong membantu usaha nasabah jika menggunakan skema bagi hasil? 

4. Apakah skema berbasis bagi hasil tidak digunakan untuk pembiayaan jangka panjang dan 

usaha yang baru berdiri? 

5. Apakah peraturan OJK dianggap lebih ketat diterapkan pada pembiayaan berbasis bagi 

hasil dibanding yang berbasis jual beli.  

6. Bagaimana praktik terbaik tata kelola pembiayaan berbasis bagi hasil yang didasarkan 

pada socio-economic justice. 

7. Bagaimana pengelolaan resiko untuk pembiayaan berbasis bagi hasil yang didasarkan 

pada socio-economic justice. 

 

1.3.Rencana Capaian Tahunan 

Rumusan masalah pertama hingga keenam akan dijawab pada penelitian tahun pertama 

dengan menggunakan metode survey kuesioner. Adapun rumusan masalah ketujuh dijawab 

pada tahun kedua penelitian dengan menggunakan metode focused group discussion. 

Rumusan masalah ketujuh. Luaran penelitian tahun pertama adalah manuscript yang disubmit 

pada jurnal internasional. Adapun pada tahun kedua adalah monograf tentang tata kelola 

pembiayaan berbasis bagi hasil.   

1.4 Kontribusi Penelitian  

Penelitian ini berkontribusi memberi bukti empiris tentang praktik tata kelola pembiayaan 

berbasis bagi hasil pada lembaga keuangan syariah dan mengidentifikasi praktik terbaik dalam 

tata kelola pembiayaan berbasis bagi hasil dengan berdasarkan keadilan sosial ekonomi. 

Pemahaman terhadap praktik terbaik ini diharap bisa menjadikan lembaga keuangan syariah 

lebih percaya diri untuk menerapkan skema bagi hasil dalam operasional penyaluran dana. 

 

1.5 Kaitan Rumusan Masalah dengan Road Map penelitian 
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Aspek tata kelola dan ekonomi syariah merupakan dua bidang unggulan penelitian UMY. 

Bidang unggulan tata kelola dan bidang pengembangan lembaga keuangan syariah dalam hal 

akuntansi syariah, telah diadopsi oleh program studi akuntansi dalam road map penelitian 

program studi. Penelitian ini secara khusus mendalami tentang aspek tata kelola pembiayaan 

berbasis bagi hasil di lembaga keuangan syariah. Permasalahan saat ini, lembaga keuangan 

syariah banyak dikritik kurang konsisten dengan karakter bagi hasil karena lebih dominan 

menggunakan skema jual beli. Akan tetapi, di lain sisi, skema bagi hasil cenderung dihindari 

karena disamping resiko tinggi juga karena faktor regulasi yang relatif lebih ketat. Penelitian 

di bidang ini masih terbatas dan lebih banyak bersifat teoritis. Yaya dan Saud (2017) telah 

memetakan potret tata kelola pembiayaan berbasis bagi hasil dengan berdasarkan studi 

terbatas pada lima lembaga keuangan syariah di Yogyakarta. Hasil penelitian tersebut telah 

disampaikan di International Conference on Islamic Perspective of Acjmling, Finance, 

Economics and Management yang diselenggarakan di Istanbul Turki dan mendapat 

penghargaan sebagai best paper dan saat ini dalam proses publikasi di Journal of Islamic 

Acjmling and Business Research yang terindeks scopus. Penelitian ini mengembangkan 

penelitian Yaya dan Saud (2017) dengan melakukan pengujian empiris kepada 11 Bank 

Syariah, 11 BPR Syariah and 20 BMT. Hasil penelitian dijadikan dasar merumuskan best 

practice tata kelola pembiayaan berbasis bagi hasil berdasarkan socio-economic justice. Pada 

tahun kedua penelitian, desain best practice berdasarkan socio-economic justice akan 

dikembangkan dengan memasukkan unsur manajemen resiko agar menjadi lebih aplikatif dan 

dapat diterima oleh praktisi perbankan. Data penelitian tahun kedua akan didasarkan pada 

focused group discussion melibatkan manajer dan atau direktur lembaga keuangan syariah. 
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BAB 2 
 

RENSTRA DAN PETA JALAN PENELITIAN PROGRAM STUDI 

 

2.1. Renstra dan Peta Jalan Penelitian UMY dan Program Studi Akuntansi 

Usulan Penelitian ini merupakan upaya membangun bangunan penelitian yang telah 

dituangkan dalam peta jalan penelitian bidang unggulan Universitas Muhammadiyah 

Yogyakarta (UMY). Peta jalan penelitian UMY kemudian diturunkan ke dalam peta jalan 

penelitian Prodi Akuntansi agar tercipta sinergi dengan penelitian-penelitian bidang lain. 

Tema besar Penelitian Strategis Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) adalah: 

“Membangun Masyarakat Indonesia yang Berkemajuan dan Berbudaya Luhur Melalui 

Pembangunan Ilmu Pengetahun dan Teknologi Berkelanjutan.” Tema besar tersebut, 

diterjemahkan dalam tiga bidang utama, yaitu (1) bidang pengembangan Sains, Teknologi, 

Industri dan Lingkungan, (2) Bidang sosial, ekonomi, kesehatan, dan pendidikan, dan (3) 

bidang sosial budaya dan kemanusiaan. Untuk tema bidang Ekonomi, sub tema yang menjadi 

payung bagi riset-riset ekonomi  adalah (1) Penerapan Tata Kelola pemerintahan dan birokrasi 

yang bersih dan bebas korupsi, dan (2) Penguatan regulasi dam pendayagunaan peran 

UMKM, lembaga keuangan syariah, dan filantropi.  

Peta jalan penelitian UMY kemudian diturunkan ke dalam peta jalan penelitian Prodi 

Akuntansi untuk menjadi payung penelitian-penelitian di bidang akuntansi. Prodi akuntansi 

memilih Tema besar “Tata Kelola (Corporate Governance)”. Tema besar ini terbagi menjadi 

empat sub tema, yaitu (1) Penyimpangan Laporan Keuangan (terutama sektor privat), (2) 

Sistem Pengendalian dan Etika Profesi, (3) Perkembangan Akuntansi Syariah, dan (4) 

perkembangan sistem desentralisasi pemerintah dan Amal Usaha Muhammadiyah (AUM). 

Penelitian ini didesain untuk merancang pola tata kelola pembiayaan berbasis bagi hasil, yang 

mendukung sub tema peta jalan penelitian prodi dalam hal pengembangan akuntansi syariah. 

Perkembangan akuntansi syariah meliputi penerapan aspek syariah dalam bisnis dan 

institusi non-komersial (zakat, masjid, rumah sakit, wakaf),  Aspek tata kelola yang dilihat 

adalah kepatuhan syariah,  akuntansi zakat, akuntansi masjid, akuntansi wakaf, manajemen 

pengelolaan zakat, akuntansi perbankan, penerapan PSAK Syariah dan Audit Syariah.   

 

 



6 
 

 

 

 
Gambar 2.1 Roadmap Penelitian Program Studi Akuntansi 

 

2.1. Peta Jalan Penelitian Peneliti 

Studi sesuai dengan peta jalan peneliti dalam klaster pengembangan akuntansi syariah dalam 

bidang lembaga keuangan syariah. Posisi saat ini adalah sudah adanya peta tata kelola berbasis 

penelitian kualitatif. Ini dilanjutkan dengan penelitian berbasis empiris untuk selanjutkan pada tahun 

kedua dirumuskan desain tata kelola pembiayaan berbasis bagi hasil yang memperhatikan aspek 

keadilan sosial ekonomi dan manajemen resiko bank syariah. Pada saat yang sama juga diusulkan 

kebijakan dari regulator yang mendukung. 

 

 

Gambar 2.2.  Diagram Fishbone Roadmap Penelitian Tata Kelola Pembiayaan Berbasis Bagi 

Hasil  
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BAB 3 
 

TINJAUAN PUSTAKA 
 
 
 

3.1 Keadilan Sosial Ekonomi 

 

Thurow (1973) mengatakan bahwa walaupun ekonomi modern pada awalnya dikembangkan 

untuk mencari definisi keadilan ekonomi, namun pencarian tersebut sebagian besar telah 

ditinggalkan. Oleh karena itu, pada tahun 1950an, pertanyaan tentang ekuitas ekonomi belum dibahas 

dalam buku teks ekonomi dasar, kecuali bahwa ekonomi pasar perlu dimulai dengan distribusi 

sumber ekonomi yang adil. Thurow menambahkan bahwa distribusi “adil” semacam itu dibiarkan 

kosong tanpa penjelasan lebih rinci dan secara samar diserahkan ke proses politik. 

McKee (1979) mendefinisikan keadilan sebagai kehendak konstan dan abadi untuk membuat 

setiap orang mendapat haknya. Dia menegaskan bahwa keadilan diarahkan pada orang lain dan 

sangat penting untuk perdamaian dan kohesi masyarakat. Berdasarkan studinya, Thurow (1973) 

mengemukakan bahwa keadilan ekonomi dapat didefinisikan dari beberapa arah. Pertama, dari 

perspektif proses dan prosedur. Dalam perspektif ini, ekonomi dianggap adil atau setara bila individu 

menyetujui peraturan permainan dan hasil dari permainan itu dianggap adil. Kedua, dari perspektif 

preferensi individu. Berdasarkan perspektif ini, keadilan dicapai ketika hasil ekonomi adil sesuai 

dengan preferensi individu warga negara dan masyarakat mencapai distribusi sumber daya ekonomi 

yang menghasilkan kesepakatan paling banyak. Ketiga, dari perspektif jasa/usaha. Berdasarkan 

perspektif ini, keadilan terjadi ketika sumber daya didistribusikan dengan cara yang sama seperti 

jasa/usaha, sehingga, orang yang berkontribusi paling banyak akan mendapatkan yang terbaik. 

Akhirnya, dari perspektif kepentingan bersama, didefinisikan bahwa keadilan dapat dicapai jika 

distribusi sumber daya ekonomi telah memaksimalkan kebaikan bersama. 

Burdenski dan Dunson (1999) mengingatkan bahwa ekonomi bukan hanya tentang apa yang 

dihasilkannya, tetapi juga tentang bagaimana ia menyentuh kehidupan manusia. Oleh karena itu, 

untuk membangun ekonomi yang benar-benar kuat dan dinamis, keputusan ekonomi harus 

mempertimbangkan konsekuensi manusia dan konten moral (Burdenski dan Dunson, 1999). Dalam 

pelaksanaannya, harus selalu ditanyakan bagaimana pilihan ekonomi berkontribusi terhadap 

kepekaan terhadap mereka yang membutuhkan? Bagaimana hal itu menyeimbangkan antara tenaga 

kerja dan liburan yang memperbesar kapasitas persahabatan, untuk kehidupan keluarga dan 

masyarakat. Pertanyaan tentang solidaritas manusia harus selalu diingat dalam kesadaran apakah 
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keputusan ekonomi membantu atau menyakiti orang, memperkuat atau melemahkan kehidupan 

keluarga, dan memajukan atau mengurangi kualitas keadilan di masyarakat. Pertanyaan tentang 

solidaritas manusia harus selalu diingat dalam kesadaran apakah keputusan ekonomi membantu atau 

menyakiti orang, memperkuat atau melemahkan kehidupan keluarga, dan memajukan atau 

mengurangi kualitas keadilan di masyarakat. Burdenski dan Dunson (1999) menggarisbawahi bahwa 

tidak ada ekonomi yang benar-benar adil kecuali orang miskin termasuk dalam prosesnya. 
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BAB 4 
 

METODE PENELITIAN 
 
 

 

4.1. Subyek penelitian 

Subyek penelitian ini adalah lembaga keuangan syariah berupa Bank syariah, BPR Syariah 

dan BMT yang beroperasi di Yogyakarta. Disamping faktor biaya penelitian yang relatif murah 

karena juga domisili peneliti, alasan lain pemilihan Yogyakarta adalah tingginya tingkat 

perkembangan lembaga keuangan syariah berupa Bank dan BMT di daerah ini. Lembaga keuangan 

syariah yang terdapat di Yogyakarta juga sering dijadikan sebagai referensi oleh lembaga keuangan 

syariah di daerah lain di Indonesia. Ini bisa dilihat dari tingginya kunjungan studi banding ke lembaga 

keuangan syariah yang terdapat di Yogyakarta. 

Subyek penelitian dipilih berdasarkan kriteria (1) merupakan lembaga keuangan syariah yang 

menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat dengan skema syariah secara penuh dan bukan 

merupakan unit usaha dari bank konvensional; dan (2)sedang menerapkan skema berbasis bagi hasil 

baik berupa musyarakah atau mudhabarah. Saat ini terdapat 11 Bank Umum Syariah yang beroperasi 

di tingkat nasional, 11 BPRS dan puluhan BMT beroperasi di Yogyakarta..  

 

4.2 Metode analisis data 

 

Data yang diperoleh tahun pertama selanjutnya ditabulasi dan dianalisis. Analisis dilakukan 

dengan menggunakan statistik deskriptif SPSS. Adapun data focus group discussion pada tahun 

kedua akan dianalisis untuk mengidentifikasi keberterimaan usulan desain tata kelola oleh lembaga 

keuangan syariah yang ada.  

 

4.2.Luaran Penelitian 

 

4.3.1 Luaran Tahun Pertama 

Luaran tahun pertama penelitian ini adalah manuskrip yang akan dikirim ke jurnal 

internasional. Ini sangat peotensial untuk dipublikasikan mengingat penelitian terdahulu yang 

dilakukan oleh Yaya dan Saud (2017) dinyatakan sebagai best paper di International Conference on 

Islamic Acjmling, Finance, Economics and Management di Istanbu Turki. Luaran tahun kedua 
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adalah desain tata kelola yang memperhatikan aspek resiko dan keadilan sosial ekonomi untuk 

ditawarkan kepada Lembaga Keuangan Syariah. 

  

4.3.1 Luaran Tahun Kedua 

Luaran tahun kedua adalah desain tata kelola yang memperhatikan aspek resiko dan keadilan 

sosial ekonomi untuk ditawarkan kepada Lembaga Keuangan Syariah. Ini sangat dimungkinkan 

untuk dipertimbangkan mengingat lembaga keuangan syariah sedang dalam posisi mencari 

keseimbangan antara praktik selama ini dengan harapan masyarakat adanya sesuatu yang berbeda 

secara substansial pada bank syariah dibanding dari sebatas kesesuaian dengan hukum syariah.  
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BAB 5 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 
 

5.1 Gambaran Responden 

Secara keseluruhan terdapat 19 responden yang berpartisipasi dalam penelitian ini. 

Berdasarkan gender, responden penelitian ini hamper seimbang antara laki-laki dan perempuan, yaitu 

52,63% (10 orang) laki-laki dan 47.37% (9 orang) perempuan.  

Gambar 5.1 Responden berdasarkan gender 

Responden penelitian ini bervariasi dalam hal posisi di lembaga keuangan syariah mereka 

berkerja. Yang terbanyak adalah pada posisi Manajer yaitu sebanyak 47.37% (9 orang). Posisi yang 

lain adalah Direktur 10,53% (2 orang) dan lainnya. 

Gambar 5.2 Responden berdasarkan Jabatan di Lembaga Keuangan Syariah 

Direktur

Kepala Cabang

Manajer

Lainnya

Jabatan_di_LKS

Pies show counts

10,53%

n=2

5,26%

n=1

47,37%

n=9

36,84%

n=7

Laki-laki

Perempuan

Gender

Pies show counts

52,63%

n=10

47,37%

n=9
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Dari segi pendidikan mayoritas responden (84,21%) berpendidikan strata Sarjana. Sisanya 

adalah S2 dan Diploma. 

 

Gambar 5.3 Responden berdasarkan Pendidikan Terakhir 

5.2 Gambaran Lembaga Keuangan Syariah 

Lembaga Keuangan Syariah yang menjadi sampel penelitian ini berasal terdiri dari Bank 

Umum Syariah (BUS), Unit Usaha Syariah (UUS), Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) dan 

Baitul Maal Wat Tamwil (BMT). Responden terbanyak adalah BPRS sebanyak 9 BPRS atau 47,37% 

dari total responden, selanjutnya disusul UUS dan BUS masing-masing 4 lembaga yang 

berpartisipasi dan BMT sebanyak dua lembaga.  

 

Gambar 5.4 Responden berdasarkan bentuk Lembaga Keuangan Syariah  

 

BUS

UUS

BPRS

BMT

Bentuk_LKS

Pies show counts

21,05%

n=4

21,05%

n=4
47,37%

n=9

10,53%

n=2

S1

S2

Lainnya

Pendidikan_Terakhir

Pies show counts

84,21%

n=16

10,53%

n=2

5,26%

n=1
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Semua BUS, UUS dan BPRS berbadan hukum PT, adapun BMT berbadan hukum  koperasi. Yang 

berbadan hukum semuanya diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan, adapun yang BMT diawasi oleh 

Dinas Koperasi.  

 

Gambar 5.5 Lembaga Keuangan Syariah berdasarkan lembaga Pengawas 

Penyaluran pembiayaan LKS di wilayah DI Yogyakarta pada LKS yang diteliti sangat beragam, 

Yang terbesar adalah memiliki outstanding sebedar 501 milyar sampai dengan 1 trilliun rupiah 

(5.36%, 1 LKS) dan yang terkecil adalah dibawah 30 milyar (sebanyak 4 LKS atau 21% dari total 

responden).  Yang menarik, satu dari dua BMT yang diteliti memiliki penyaluran dalam kategor 30-

50 milyar. 

 

 

Gambar 5.6 Lembaga Keuangan Syariah berdasarkan Oustanding Pembiayaan  

Tidak Menjawab

<30 Milyar

30-50 Milyar

51-100 Milyar

101-500 Milyar

501 Milyar - 1 Triliun

Total_Outstanding

Pies show counts

21,05%

n=4

21,05%

n=4

21,05%

n=4

15,79%

n=3

15,79%

n=3

5,26%

n=1

OJK

Dinas Koperasi

Lainnya

Lmbga_Pengawas

Pies show counts

89,47%

n=17

5,26%

n=1

5,26%

n=1
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5.3 Penyaluran Dana Berdasarkan Akad 

Penyaluran pembiayaan pada lembaga keuangan syariah, dapat dilakukan dengan akad jual 

beli seperti murabahah, dalam dan istisna’. Akad bagi hasil seperti musyarakah dan mudharabah serta 

akad sewa dan pinjaman qardh . 

Tabel 5.1. Penyaluran Pembiayaan berdasarkan Jenis Akad 

Jawaban Musyarakah Mudharabah Murabahah Salam  Istisna' Ijarah Qardh 

jml % Jml % Jml % Jml % Jml % Jml % Jml % 

Tidak 

Menjawab 
            2 11% 2 11% 1 5% 1 5% 

Tidak Pernah 

Dipraktikkan 2 11% 1 5% 0 0% 14 74% 13 68% 4 21% 2 11% 

Jarang 

Dipraktikan 0 0% 2 11% 0 0% 3 16% 1 5% 2 11% 3 16% 

Kadang-

kadang 

Dipraktikkan 
6 32% 8 42% 0 0% 0 0% 0 0% 2 11% 7 37% 

Sering 

Dipraktikkan 6 32% 4 21% 5 26% 0 0% 2 11% 6 32% 3 16% 

Selalu 

Dipraktikkan 5 26% 4 21% 14 74% 0 0% 1 5% 4 21% 3 16% 

Total 19 100% 19 100% 19 100% 19 100% 19 100% 19 100% 19 100% 

 

Tabel 5.1 menunjukkan bahwa jenis akad yang banyak dipakai adalah Murabahah (100% 

dijawab dengan jawaban sering/selalu dipakai). Selanjutnya adalah akad Musyarakah (58% sering 

atau selalu dipraktikkan) dan disusul oleh ijarah, mudharabah, qardh dan istisna’. Adapun LKS sama 

sekali tidak menerapkan salam. Ini mengkonfirmasi data di tingkat nasional bahwa akad yang 

dominan digunakan adalah akad murabahah.  

 Pembiayaan berbasis bagi hasil memiliki tren yang berbeda antar lembaga keuangan syariah. 

Sebanyak 32% LK menunjukkan memiliki tren yang menaik, tapi sebanyak 16% menyatakan tren 

yang menurun. Pada LKS dengan tren yang tidak stabil banyak memiliki jumlah pembiayaan bagi 

hasil yang lebih rendah dibanding 5 tahun sebelumnya (21% lembaga). Sebanyak 26% memiliki tren 

yang tetap. Jika dianalisis lebih dalam, perbedaan karakteristik memiliki pola tertentu. Pada LKS 

dengan umur yang cenderung muda (5-9 tahun) mayoritas memiliki tren menaik 43%, adapun LKS 

dengan umur yang tua (di penelitian ini 20-24 tahun), mayoritas memiliki tren yang tetap 67% 
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Tabel 5.2. Trend Penyaluran Pembiayaan Berbasis Bagi Hasil 

Trend_Proporsi_Skema

_BagiHasil 

5-9 Tahun 10-14 Tahun 15-19 Tahun 20-24 Tahun Total 

jml % Jml % Jml % Jml % Jml % 

Cenderung Menurun 1 14% 2 25% 0 0% 0 0% 3 16% 

Tidak Stabil dan 

Sekarang Lebih Rendah 

dari 5 Tahun Lalu 
1 14% 3 38% 0 0% 0 0% 4 21% 

Cenderung Tetap 2 29% 1 13% 0 0% 2 67% 5 26% 

Tidak Stabil dan 

Sekarang Lebih Tinggi 

dari 5 Tahun Lalu 

0 0% 0 0% 0 0% 1 33% 1 5% 

Cenderung Meningkat 
3 43% 2 25% 1 100% 0 0% 6 32% 

Jumlah 7 100% 8 100% 1 100% 3 100% 19 100% 
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BAB 6 
 

SIMPULAN, KETERBATASAN DAN SARAN 

 

 

6.1 Simpulan 

Penelitian ini melihat tata kelola pembiayaan berbasis bagi hasil dan menganalisisnya dari perspektif 

keadilan sosio ekonomis yang merupakan salah satu landasan filosofis perlu dikembangkannya 

perbankan syariah. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pembiayaan dengan akad bagi hasil 

memiliki tren yang meningkat dalam 5 tahun terakhir di 32% LKS yang mayoritas adalah LKS dengan 

umur yang lebih muda. Adapun di LKS yang tua, punya kecendrungan untuk tetap. Pembiayaan 

berbasis bagi hasil diketahui memiliki tingkat keuntungan yang lebih tinggi dari jual beli, akan tetapi 

juga memiliki resiko yang relative lebih tinggi dari pembiayaan berbasis jual beli. Kendati demikian, 

ditemukan bahwa 59% LKS menyatakan NPF pada pembiayaan berbasis bagi hasil meraka adalah 

sama/lebihrendah/jauh lebih rendah dibanding NPF pembiayaan berbasis jual beli. Ini 

mengindikasikan bahwa NPF pembiayaan berbasis bagi hasil pada dasarnya bisa dikelola sehingga 

menjadi lebih baik daripada NPF jual beli.   

6.2. Keterbatasan 

Peneltian ini terbatas pada 19 LKS di Yogyakarta yang terdiri dari 4 BU, 4 UUS, 9 BPRS dan 2 

BMT. Ini masih belum ideal. 

6.3 Saran 

Penelitian kedepan perlu menambah sampel dan memperluas scope penelitian ke tingkat nasional
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